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Abstrak

Tujuan akreditasi fasilitas kesehatan adalah penyediaan pelayanan yang bermutu dan aman bagi masyarakat. Di Indonesia, klinik
yang terakreditasi baru mencapai 10% dari 7.917 klinik. Aisyiyah-Muhammadiyah merupakan ormas Islam yang fokus pada bidang
kesehatan dengan 231 klinik. Namun, hanya enam klinik yang memenuhi standar akreditasi. Pengabdian kepada masyarakat ini
bertujuan mengetahui persepsi pimpinan klinik dan karyawan tentang komitmen mempersiapkan akreditasi setelah mengikuti
pelatihan akreditasi klinik. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan kuesioner
terbuka. Kuesioner terbuka dibagikan kepada responden setelah mengikuti pelatihan akreditasi klinis selama 3 hari yang
diselenggarakan oleh Aisyiyah Pimpinan Pusat. Responden dalam pengabdian masyarakat ini adalah Pimpinan Daerah Aisyiyah,
Pimpinan, dan Tim Kualitas Puskesmas Aisyiyah, dengan 25 responden dari 11 Puskesmas Rawat Inap dan 7 Puskesmas Rawat
Jalan yang tersebar di sepuluh provinsi di Indonesia. Analisis data dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan software
(Nvivo 12plus). Hasil pengabdian masyarakat ini menyoroti tiga faktor penting yang dapat menghambat penyusunan akreditasi,
yaitu faktor internal staf yang meliputi pengetahuan, kesadaran, dan kesiapan untuk melakukan akreditasi; faktor klinis meliputi
sarana dan prasarana, pelayanan operasional, sumber daya manusia dan dana; dan faktor komitmen pemilik dan staf klinik.
Proses akreditasi tidak hanya untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga untuk mencapai budaya pelayanan kesehatan yang bermutu
dan memberikan manfaat bagi kesehatan pasien.

Kata Kunci: akreditasi, kualitas layanan, komitmen

Pendahuluan

Konteks kualitas perawatan kesehatan tidak ambigu dan lugas, tetapi bernuansa dan
fleksibel. Dalam lingkungan perawatan kesehatan saat ini, tantangannya adalah memberikan
perawatan pasien yang berkualitas dan aman (Nicklin et al., 2017). Memastikan kualitas adalah
kunci sistem kesehatan berkinerja tinggi. Akses ke perawatan kesehatan saja tidak cukup: pasien
yang bergabung dengan sistem perawatan kesehatan baik klinik, rumah sakit, atau lokasi lain
perlu diyakinkan bahwa mereka akan menerima perawatan yang aman, efektif dan berkualitas
dengan bukti klinis terbaru (Jha, 2018). Sektor perawatan kesehatan menjadi perhatian kebijakan
utama di seluruh dunia karena biayanya yang mahal, pengaruhnya terhadap kesejahteraan
penduduk.

Kualitas pelayanan kesehatan yang rendah berpengaruh signifikan terhadap masyarakat
dan sistem kesehatan yang tecermin dalam banyak aspek, misalnya pelayanan yang tidak efisien
sehingga tidak membuahkan hasil yang diharapkan; layanan tidak efektif dengan biaya tinggi
untuk mencapai hasil yang sama; layanan yang tidak memadai secara geografis, politik, budaya
dan sosial menunjukkan waktu tunggu yang lama dan ketidakpuasan konsumen dan profesional
kesehatan (Organizacion Panamericana de la Salud et al., 2007). Kualitas perawatan rendah, dan
perawatan kesehatan yang tersedia lebih buruk (Sharma et al., 2017).

Reformasi penting dalam organisasi kesehatan dan kesehatan masyarakat salah satunya
adalah akreditasi (Agence Nationale d’Accréditation and d’Evaluation en Santé, 1999).
Akreditasi merupakan salah satu metode untuk mengevaluasi dan memelihara mutu pelayanan
kesehatan (WHO, 2003). Proses dan pelaksanaan akreditasi akan menjadi kekuatan dan pada
akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan secara terukur (Nicklin et al., 2017). Aspek Kritis unik
dari akreditasi layanan perawatan kesehatan adalah dimasukkannya standar dan metodologi
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evaluasi. Pendekatan akreditasi memeriksa “sistem” utama rumah sakit dan bagaimana mereka
bekerja sama untuk menyediakan layanan yang aman dan berkualitas (Francis, 2013).

Tujuan terakreditasi fasilitas kesehatan adalah penyediaan pelayanan yang bermutu dan
aman bagi masyarakat. Standar akreditasi memengaruhi fasilitas kesehatan, kualitas klinis, dan
staf (Greenfield et al., 2012). Selain itu, akreditasi fasilitas kesehatan berdampak pada praktik
yang efisien dan berkualitas yang mengakibatkan penurunan lama rawat inap, penurunan angka
kematian di layanan kesehatan, dan penurunan biaya (Piontek et al., 2003). Prinsip-prinsip ini
telah dikembangkan sebagai deklarasi harapan yang diperlukan untuk menetapkan kriteria
kesehatan pasien, jaminan kualitas yang konsisten, dan perawatan yang berfokus pada pengguna
layanan/konsumen (ISQua, 2015).

Di Indonesia, klinik yang terakreditasi baru mencapai 10% dari 7.917 klinik setelah
Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Nomor 46 Tahun 2015 (Kementerian
Kesehatan RI, 2015; Kementrian Kesehatan RI, 2019). Aisyiyah-Muhammadiyah adalah
organisasi Islam yang bergerak dalam bidang kesehatan. Pada tahun 2019, Aisyiyah-
Muhammadiyah dalam kegiatan pelatihan persiapan akreditasi klinik memiliki 231 klinik, tetapi
hanya enam klinik yang memiliki standar akreditasi. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini
untuk mengetahui persepsi pimpinan Kklinik dan karyawan tentang komitmen mempersiapkan
akreditasi setelah mengikuti pelatihan akreditasi klinik.

Metode Pelaksanaan

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan
desain cross-sectional. Responden dalam pengabdian masyarakat ini adalah Pimpinan Daerah
Aisyiyah, Pimpinan Puskesmas, dan Tim Mutu Klinik yang pernah mengikuti pelatihan di
Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling sebanyak 25
responden dari 48 responden yang mendapat pelatihan dan mewakili 18 klinik dari 11 rawat
inap dan tujuh klinik rawat jalan Aisyiyah di 10 provinsi di Indonesia. Pengabdian kepada
masyarakat ini menggunakan dua tahap, yaitu tahap pertama, semua sampel mendapatkan
pelatihan persiapan akreditasi Kklinis selama tiga hari dan tahap kedua, responden yang
mengikuti pengabdian masyarakat ini mengisi kuesioner terbuka untuk persiapan akreditasi
Klinis. Analisis data dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan software (Nvivo 12plus)
untuk menganalisis data dalam bentuk transkrip.

Hasil dan Pembahasan

Klinik yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini merupakan amal usaha Aisyiyah
fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berasal dari 10 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia
yang sebagian besar belum terakreditasi.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Tipe Klinik dan Jabatan

Karakteristik Responden Total (%)
(n=25)

Tipe Klinik

Klinik Rawat Inap 11 (61.1)

Klinik Rawat Jalan 7 (38.9)

Jabatan

Pimpinan Daerah/Wilayah Aisyiyah 8(32)

Pemimpin Klinik 5 (20)

Tim Mutu Klinik 12 (48)

Berdasarkan Tabel 1., sebagian besar Klinik Aisyiyah yang mengikuti pengabdian
masyarakat ini berasal dari 11 klinik rawat inap (61,1%) dan 7 klinik rawat jalan (38,9%),
sebagian besar responden adalah tim mutu klinik sebanyak 12 orang (48%), Pimpinan daerah
Aisyiyah sebanyak 8 orang (32%), dan pimpinan klinik sebanyak 5 orang (20%).
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Gambar 1. Kendala Klinik Rawat Inap dan Rawat Jalan Aisyiyah dalam Mempersiapkan Akreditasi
Klinik

Berdasarkan Gambar 1., kendala yang dialami Klinik Aisyiyah dalam mempersiapkan
akreditasi sangat berkaitan dengan faktor internal individu, yaitu pengetahuan, kesadaran, dan
kesiapan menjalani akreditasi; faktor klinis meliputi sarana dan prasarana, pelayanan
operasional, sumber daya manusia dan dana; dan komitmen karyawan atau staf dan pemilik
klinik (organisasi) dalam melakukan akreditasi klinik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien
antara+ 0,5 dan £ 1.

Kondisi ideal, persiapan akreditasi akan berada di bawah kepemimpinan bersama dari
dokter, perawat, manajer, dan karyawan lainnya (Pomey et al., 2005). Hambatan akreditasi
termasuk hambatan struktural (praktik umum), hambatan sumber daya (kekurangan staf atau
uang) dan hambatan budaya (kecurigaan oleh praktisi atau kesulitan mengatasi budaya tanggung
jawab yang dirasakan berkorelasi dengan penilaian kualitas) (Campbell et al., 2002). Penerapan
dan konsekuensi akreditasi Kklinis tidak banyak diketahui dalam praktik umum. Pimpinan dan
pemilik Klinik baik rawat inap maupun rawat jalan menyadari bahwa mereka mempunyai kendala
dalam mempersiapkan akreditasi, yaitu faktor internal dari petugas, faktor klinis, dan komitmen
pegawai atau petugas klinik dan pemilik untuk meningkatkan mutu klinik melalui akreditasi.

Kendala dalam mempersipkan akreditasi dari faktor internal staf dikarenakan rendahnya
pengetahuan, kepedulian terhadap karyawan atau staf, dan belum siap melaksanakan akreditasi.
Tabandeh et al. (2016) menjelaskan bahwa kegagalan fasilitas kesehatan pada tingkat akreditasi
disebabkan oleh pengetahuan umum dan sikap karyawan dalam mempersiapkan akreditasi.
Kurangnya pengetahuan ini bermasalah dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan bukti
yang lebih banyak mengenai pengembangan, pengenalan, dan implementasi sistem akreditasi
(Hinchcliff et al., 2012; Saadati et al., 2015). Memahami persyaratan akreditasi merupakan
tantangan utama bagi para profesional selama persiapan akreditasi (Due et al., 2019). Kurangnya
pengetahuan akan berdampak pada ketidaksiapan karyawan sebagai pelaksana asuhan yang
dievaluasi.

Akreditasi menjadi tantangan karena merupakan konsep dan proses baru serta banyak
karyawan takut gagal dan skeptis terhadap manfaat praktis dari akreditasi yang sebagian besar
berfokus pada kebijakan dan prosedur (Alyahya et al., 2018), berdampak pada standar perawatan
klinis dan biaya akreditasi perawatan kesehatan (Alkhenizan and Shaw, 2012). Sistem akreditasi
yang diwajibkan dianggap sebagai mekanisme pemantauan pemerintah terhadap fasilitas
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kesehatan yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan pada profesional kesehatan (Pomey et al.,
2005) karena proses peningkatan kualitas hanya sebagai formalitas akreditasi (Pongpirul et al.,
2006), dan sikap pimpinan pelayanan kesehatan yang negatif dan manfaat akreditasi yang tidak
mapan (Alkhenizan and Shaw, 2012). Skeptisisme dan penolakan dianggap menghalangi
kemajuan karena penolakan pribadi untuk berubah (Gollop et al., 2004). Masalah ini membuat
staf tidak siap untuk akreditasi karena keraguan diri dan pandangan negatif tentang akreditasi
sebelum mencoba melakukannya.

Konteks untuk memastikan bahwa individu dan organisasi memahami nilai, manfaat, dan
pentingnya proses akreditasi (Desveaux et al., 2017) melalui sikap dan pengetahuan staf dengan
memberikan pelatihan yang memadai (Tabrizi et al., 2019) tentang akreditasi, cara pelaksanaan,
dan manfaatnya perlu ditingkatkan. Hal ini berguna untuk mengembangkan budaya yang tepat
bagi manajer dan karyawan untuk memastikan skema akreditasi (Tabandeh et al., 2016).
Prosedur dan praktik akreditasi telah dilaksanakan di pelayanan kesehatan, meskipun seringkali
secara informal (Melo, S, 2016). Program pelatihan menciptakan pengertian tentang apa yang
mereka sebut sebagai budaya akreditasi seperti kebijakan, prosedur, standar, dan kualitas
akreditasi (Alyahya et al., 2018; Saadati et al., 2015).

Para pemimpin dalam mengupayakan perbaikan persepsi staf tentu perlu mengidentifikasi
dampak dari sikap skeptis dan oposisi serta memahami bagaimana orang dapat terlibat dalam
perubahan secara positif (Gollop et al., 2004), seperti melakukan kegiatan benchmarking untuk
mencapai akreditasi dengan mempelajari tentang proses akreditasi dan harapan untuk
mengadopsi beberapa praktik dan aktivitas untuk mencapai akreditasi (Alyahya et al., 2018;
Mumford et al., 2015). Akreditasi layanan kesehatan tidak dapat diabaikan dan diragukan. Hal
ini menjadi bagian dari tugas penyedia layanan kesehatan untuk mencapai kualitas dan akreditasi
sebagai cara untuk meningkatkan budaya sistem perawatan kesehatan sebagai target akhir.
Kinerja atau kegagalan bergantung pada keyakinan bahwa ini adalah peluang sukses untuk
meningkatkan keamanan, kemanjuran, dan efisiensi perawatan demi kepentingan pasien yang
kita layani.

Kendala dalam penyusunan akreditasi selanjutnya karena faktor Klinis, seperti belum
tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, pelayanan operasional secara manual,
minimnya dana, dan pengaruh pemilik klinik. Kendala akreditasi kesehatan antara lain kurangnya
sumber daya dan prasarana, sumber daya sarana, sumber keuangan yang tidak memadai, sumber
daya manusia, dan kurangnya dukungan untuk manajemen senior (Mosadeghrad et al., 2019;
Tabrizi et al., 2019; Zarifraftar and Aryankhesal, 2016). Manajemen sumber daya manusia,
perawatan klinis, sistem informasi, manajemen obat dan manajemen perilaku, merupakan kunci
kegagalan dalam proses akreditasi (Yu et al., 2020). Kendala faktor klinis menyebabkan
pelayanan kesehatan pasien belum optimal, efektif, dan aman. Hal tersebut membuat klinik
tersebut belum siap memenuhi standar akreditasi khususnya dalam pelayanan kesehatan.

Keberhasilan implementasi program akreditasi membutuhkan sumber daya yang memadai
(Tabrizi et al., 2019). The World Health Organization (WHO) mendorong investasi dalam sistem
informasi kesehatan dalam layanan, mengutip bukti untuk meningkatkan manajemen pasien,
efisiensi klinis dan hasil kesehatan (WHO, 2006), untuk mendukung perawatan kesehatan
terintegrasi yang berkelanjutan dan berkualitas (Yu et al., 2009). Jiang dan Yu menjelaskan
bahwa penerapan dan pemanfaatan sistem informasi kesehatan dapat menjadi metode yang
efektif untuk memenuhi persyaratan akreditasi (Jiang and Yu, 2015). Sistem akreditasi standar
dianggap sebagai pilar utama untuk melindungi hak-hak pasien dan orang lain serta untuk
memelihara sistem perawatan kesehatan yang terintegrasi. Akreditasi berupaya menyelesaikan
kualitas perawatan kesehatan sektor swasta, dengan upaya untuk meningkatkan akses, lembaga
kesehatan publik/nonpemerintah, dan publik (Embrey et al., 2016). Kebutuhan akan pelayanan
kesehatan yang lebih baik, tidak hanya di rumah sakit, tetapi juga di pelayanan kesehatan primer
(WHO, 2006). Namun, pada kenyataannya pemanfaatan pelayanan kesehatan berbasis sistem
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informasi masih minim. Ini adalah langkah besar dan hanya berhasil dicapai di beberapa institusi
perawatan kesehatan hingga saat ini.

Hambatan bagi staf dan pemilik klinik untuk berkomitmen meningkatkan mutu Kklinik
melalui akreditasi. Hambatan akreditasi, termasuk kurangnya komitmen dari manajer dan dokter,
digambarkan sebagai kendala utama dalam akreditasi yang sangat baik (Saadati et al., 2015).
Kurangnya keterlibatan dokter dilaporkan menjadi penghalang untuk perbaikan (Mary et al.,
2007) karena keterlibatan staf yang tidak memadai telah diidentifikasi sebagai hambatan utama
dalam proses akreditasi (El-Jardali et al., 2008; Pongpirul et al., 2006). Selama persiapan,
manajer perawatan kesehatan harus menekankan bahwa akreditasi bukanlah prioritas utama,
tetapi lebih menekankan pada bagaimana sistem akan mengubah budaya dan meningkatkan
kualitas, keamanan, efisiensi, dan keandalan layanan (Chiu et al., 2011). Fokus utama pegawali,
pimpinan, dan pemilik layanan kesehatan adalah berkomitmen dan mendukung untuk
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan budaya agar tidak sebatas memenuhi persyaratan
standar akreditasi.

Keterlibatan staf sebagai upaya komitmen melalui pemberdayaan dalam proses
pengambilan keputusan secara positif (Bogaert et al., 2016; Carrasco-Peralta et al., 2019). Selian
itu, prediktor kualitas yang lebih baik selama dan setelah proses akreditasi karena kepemimpinan,
komitmen dan dukungan, penggunaan data, manajemen kualitas, dan keterlibatan staf (El-Jardali
et al., 2008). Dalam mempersipkan akreditasi klinik disarankan, pihak klinik harus membentuk
tim khusus untuk mempersiapkan dan melengkapi semua dokumen pendukung yang dibutuhkan
selama proses akreditasi (Anggraeny and Ernawaty, 2016; Nouwens et al., 2015). Tim akreditasi
terdiri dari kepala eksekutif sebagai pelindungnya, tim inti bertanggung jawab kepada
manajemen puncak melalui pelaporan rutin kepada komite pengatur dan manajemen,
kebijaksanaan kolektif dari keanggotaan yang beragam tersebut membantu mengidentifikasi dan
menganalisis masalah dari perspektif yang berbeda dan memastikan keputusan yang rasional,
membuat perencanaan setelah konsultasi dan mempertimbangkan (Chiu et al., 2011). Penerapan
tata kelola klinis yang efektif dalam praktik umum mungkin memerlukan reformasi budaya dan
organisasi serta dukungan praktis. Mereka memusatkan perhatian mereka pada inisiatif
pendukung dan melibatkan mereka dalam program untuk peningkatan kualitas perawatan
(Campbell et al., 2002).

Komitmen pemilik Klinik untuk meningkatkan kualitas layanan. Limato et al. (2019)
menjelaskan pemimpinan yang mendukung, peningkatan mutu layanan dengan menjaga
semangat individu, kolaborasi semua orang yang terlibat dalam organisasi, pendekatan kerja
sama tim, budaya mutu organisasi dan akreditasi pelayanan kesehatan turut mendukung
keberhasilan peningkatan mutu dalam pelayanan kesehatan. Komitmen pimpinan atau pemilik
pelayanan kesehatan memiliki peran penting bagi kelangsungan proses akreditasi dengan
menjaga hubungan dengan pegawai karena pegawai merupakan tokoh utama dalam upaya
peningkatan mutu pelayanan sesuai standar akreditasi.

Pemimpin berperan dalam merangsang intelektual staf dengan mendorong ide-ide kreatif,
meningkatkan perawatan standar berdasarkan prosedur layanan, dan membimbing staf;
memberikan perhatian yang tulus, berkomunikasi dalam proses pengambilan keputusan;
memberikan motivasi yang inspiratif, tercapainya target pencapaian di unit keperawatan, dan
menumbuhkan semangat kerja sama tim; dan memberikan contoh dan pengaruh yang baik pada
staf yang dipimpinnya (Ginting et al., 2017). Kodama et al. (2016) menjelaskan bahwa aspek
stimulasi intelektual dari kepemimpinan transformasional secara positif meningkatkan komitmen
staf perawat. Komitmen dan kepemilikan bersama antara pimpinan klinik, pemilik klinik, dan
staf terhadap klinik berdampak positif dalam pencapaian tujuan klinik berkualitas dengan
berbagai inovasi pelayanan. Selain itu, masyarakat dapat menjangkau pelayanan kesehatan secara
sadar dan aman untuk memastikan kesehatannya meskipun belum memahami akreditasi.
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Simpulan

Dalam rangka menyukseskan akreditasi klinik, hasil pengabdian masyarakat ini
menyoroti tiga faktor esensial yang dapat menghambat penyusunan akreditasi, yaitu faktor
internal staf, faktor klinis, dan faktor komitmen pemilik dan staf klinik. Proses akreditasi
diharapkan tidak hanya memenuhi kewajiban kepada pemerintah, tetapi menjadi budaya
pelayanan kesehatan yang bermutu bagi komunitas dan memberikan manfaat bagi kesehatan
pasien. Selain itu, perlu diperhatikan oleh institusi pendidikan untuk mengembangkan
kompetensi tenaga kesehatan mengenai kualitas pelayanan atau akreditasi sejak pendidikan
formal.
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